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Tempat Wawancara : Kantor KONI Kota Yogyakarta 

 

Apa yang melatarbelakangi Golkar bersedia berkoalisi dengan Partai PAN? 

Waktu visi dan misi yang diusung Pak Heri untuk membangun Kota Yogyakarta 

sama dengan visi dan misi partai dan dengan itu harapannya mampu untuk 

meningkatkan kesejahterakan masyarakat  

Bagaimana melihat Koalisi Rakyat Jogja dari segi platform politik partai? 

Platform partai Golkar, PAN dan Demokrat hampir sama. Partai PAN agak 

berbau Islam namun semua berdasar pada Pancasila dan UUD jadi tidak ada 

masalah  

Apakah dasar dibangunnya  koalisi hanya untuk memenuhi syarat minimal 15%  

dukungan politik di parlemen? 

Tidak, koalisi kan banyak selain koalisi Golkar, PAN dan Demokrat. Ada koalisi 

Mataram yang memiliki partai-partai sendiri. Padahal PAN sudah ada calon 

sendiri, jadi tidak hanya untuk memenuhi syarat tersebut. 

Mengapa Partai PAN memilih Golkar sebagai mitra koalisi? Dan mengapa Partai 

Golkar tidak mengajukan calon Walikota sendiri dan mengapa lebih mendukung 

bapak Heri? 

Karena Pak Herry memiliki visi dan misi yang jelas, yang pro rakyat dan Golkar 

juga partai pro-rakyat sehingga akan lebih pas jika membantu Pak.Heri  

Apakah saat itu Golkar memiliki calon untuk maju sebagai Walikota? 

Partai ini tidak atau belum mempunyai calon sendiri waktu itu. Karena memang 

tidak mempunyai kemudian muncul Pak.Hariyadi kemudian kami koordinasikan 

dengan Pak Heri 

Siapakah yang pertama kali berkoalisi, Partai Golkar yang melamar Bapak Heri atau 

sebaliknya? 

Dilakukan bersama-sama dalam artian Golkar terlebih dulu melakukan seleksi 

terhadap 11 orang yang mendaftar kemudian terdapat 3 calon yaitu Pak 

Hariyadi mendapat 50% suara dari rapat pimpinan daerah, Pak Manzad, 

dr.Gideon kemudian 3 calon tersebut dipilih Pak.Heri melalui tahapan-tahapan 

verifikasi 

Apakah koalisi ini dibangun dikarenakan sebelumnya terdapat kedekatan dengan 

Partai PAN? 

Kedekatan biasa saja. Tidak ada yang spesial 



Apakah koalisi ini dibangun dengan disertakan hak dan kewajiban masing-masing 

partai, lalu bagaimana isi kontrak perjanjian dari koalisi ini ? 

Saya lupa klausanya. Yang pasti isinya kesepakatan antar partai untuk 

memenangkan pasangan calon, dan dalam kesepakatan itu tidak dibuat kontrak-

kontrak politik. 

Apakah koalisi hanya sekedar koalisi untuk pemenangan pasangan calon atau koalisi 

berlanjut di parlemen (DPRD)? 

Tujuan utama untuk meraih kemenangan dan selanjutnya koalisi di dewan hanya 

otomatis saja. Sehingga memang tidak ada kontrak dan kode etik koalisi seperti 

yg ada di pusat. 

Apakah koalisi ini dibentuk tim khusus untuk pemenangan Pilkada dan di dominasi 

oleh PAN atau Golkar? 

Pasti dibentuk dan didominasi oleh PAN, tapi ya kerja bareng-bareng.  

Sebagai partai yang pengusung, apakah Partai Golkar pernah diajak berdiskusi oleh 

Pak.Heri sebelum mengambil kebijakan-kebijakan? 

Hal itu sering diadakan untuk perumusan-perumusan rencana kerja pada awal 

pemerintahan Pak.Heri tapi untuk PERDA dan APBD tidak.  

Apakah selama periode 2006-2011 masa pemerintahan Pak Heri, Golkar pernah 

bertolak belakang pemikiran dengan beliu? 

Sering, tentang banyak hal. Untuk hal-hal yang tidak sesuai kita memberi 

masukan. Misal, dalam pembangunan terminal Giwangan. Jadi bukannya sering 

namun kalau ada yang berbeda. Dan ini adalah hal yang wajar dalam 

pemerintahan 

Bagaimana peranan Partai Golkar sendiri dalam pemerintahan Pak Heri ?apakah oleh 

beliau Partai Golkar termasuk yang diperhitungkan atau Pak Heri meminta saran 

khusus dari partai? 

Kalau saran khusus tidak, tetapi kadang-kadang meminta masukan dari kita, soal 

kebijakan-kebijakan namun kita tetap dalam aturan Golkar. Saya kira apa yang 

dilakukan beliau (Herry Zudianto) memang sudah benar sebagai negarawan dan 

pemimpin 

Apakah sumbangsih Partai Golkar pemerintahan Kota Yogyakarta? 

Kami bersama-sama memajukan kota ini, kalau ada rancangan kebijakan yang 

bagus ya kami dukung tapi kalau tidak akan kami kritisi 

Bagaimana pandangan Golkar dalam memandang kepemimpinan Pak Heri? 

Beliau bagus, baik dalam langkah melakukan perubahan-perubahan kota Jogja. 

Misal karya-karya beliu adalah taman pintar, pasar klitian, lampu taman dan 



masih banyak lagi hasil karya yang pro rakyat. Pak Herry banyak melakukan 

lompatan-lompatan dalam tata pemerintahan, khususnya dalam hal birokrasi.  

Menurut Golkar apakah ada aktor-aktor intelektual atau orang-orang tertentu yang 

berperan di balik kesuksesan Pak Heri? 

Yang berperan adalah masyarakat umumnya dan kemampuan Pak Herry dalam 

menyerap aspirasi. Saya tidak tahu adanya pihak-pihak tertentu dibalik 

kesuksesan beliu. 

Apakah Golkar mempunyai sistem tersendiri untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

(dari segi anggaran, peraturan daerah dan pengawasan)? 

Kalau sistem kami tidak ada, tapi yang pasti kami akan terus mengawal 

pemerintahan ini agar dapat berhasil samapai kurun waktunya. 

Mengenai soal Pilkada 2011 dimna PAN dan Golkar sudah tidak lagi berada dalam 

satu koalisi bagaimana bapak melihatnya? Apakah ini mengganggu jalannya 

pemerintahan? 

Saya tidak ada kaitannya dengan ini, saya tidak berhak memberikan informasi. 

Ada, tapi tidak terlalu signifikan. Namun hubungan masih tetap baik 

 

 

Nama   : Muhamad Sofyan 

Tanggal   : 19 Mei 2011 

Tempat Wawancara : Rumah kediaman, Jogokaryan, Alun-alun Kidul, Yogyakarta 

 

Ketika Pilkada Kota Yogyakarta 2006 berlangsung bapak berkedudukan sebagai apa? 

Ketika itu saya menduduki jabatan sebagai ketua Koalisi Rakyat Jogja dan team 

pemenang Pak Herry 

Bagaimana latar belakang mengusulkan Pak Herry untuk maju menjadi Walikota 

dalam Pilkada 2006? 

Keputusan itu diambil saat musyawarah daerah dan partai yang mendorong Pak 

Herry untuk maju lagi dan juga saat itu dari PAN hanya Pak Herry saja sebagai 

calon tunggal, jadi saya menjalankan keputusan partai untuk berkompetisi dalam 

Pilkada. Dalam Musda itulah saya terpilih menjadi menjadi ketua pemenangan 

partai untuk Pak Herry sebagai Walikota  

Apakah Pak Herry mempunyai keinginan untuk menjabat lagi/tidak atau didorong 

dari partai? 

Yang menginginkan partai dan yang mengusulkan dari partai juga 

Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Koalisi Rakyat Jogja ?  



Sebetulnya PAN sangat percaya diri dapat memenangkan Pilkada ini. Dengan 

sosok Pak Herry yang memiliki prestasi. Akan tetapi untuk membangun kota ini 

kita butuh mitra atau teman dan ingin mendapatkan pendukung yang se visi. 

Waktu itu kemudian datang dari Partai Demokrat dan partai-partai lain. Dengan 

partai-partai lain seperti PKS, PDI-P awalnya tahapan-tahapan komunikasi 

politik sudah kami lakukan semua tapi kemudian di akhir mengkristal menjadi 

dua kubu dari kesepahaman yang sama (mengelompok sendiri-sendiri). Hingga 

pada akhir yang tidak sepaham dengan kita jalan sendiri-sendiri 

Apakah Pak heri yang melamar Golkar atau Golkar yang datang ke PAN? 

Ketika itu dari tubuh intern partai tidak ada melamar calon Walikota. Dan 

terpilihnya Pak Herry sudah dijelaskan tadi. Tugas kita adalah menyeleksi wakil 

yang akan mendampingi Pak Herry, kita car yang terbaik. Ketika itu Golkar 

Golkar yang mendekat dan kami cocok dengan Golkar hingga terpilih Pak 

Hariyadi sebagai calon Wakil. 

Apa tujuan yang hendak dicapai dari koalisi ini? 

Kita ingin membangun Kota Jogja dalam lima tahun ke depan dengan baik dan 

mendapat dukungan dari semua pihak, jadi bukan hanya menang Pilkada. Untuk 

menjamin efektivitas pemerintahan lima tahun ke depan di bawah pimpinan Pak 

Herry salah satunya dengan koalisi. 

Bagaimana mekanisme hingga muncul nama Pak Hariyadi sebagai calon wakil yang 

akan mendampingi Pak Herry? 

PAN ketika itu, tidak lantas gegabah, akan tetapi kami terbuka. Semua orang 

boleh mencalonkan sebagai wakilnya Pak Herry. Boleh dari partai, pengusaha, 

birokrat, ataupun dari akademisi. Tetapi Pak Herry menyatakan akan lebih suka 

dipasangkan dengan tokoh dari non-partai, dan menyerahkan sepenuhnya kepada 

partai untuk mengadakan seleksi. Seleksi itu diikuti oleh banyak calon, tapi saya 

lupa siapa saja yang pasti dari seluruh calon terjaring 3 besar salah satunya pak 

Hariyadi Sayuti”. Penjaringan yang kami lakukan bertahap, pertama dari 

persyaratan administrasi, kedua kami haru melihat track record nya, dan ketiga 

penyampaian misi dan misi untuk pembangunan jogja kedepan”. Hariyadi terpilih 

sebagai calon wakil wali kota mengalahkan calon lainnya karena memperoleh 

nilai paling tinggi dalam penjaringan calon oleh PAN dan Golkar. Ia juga dinilai 

berwawasan luas serta memiliki visi dan misi yang jelas dibanding lainnya, kami 

sepakat secara aklamasi memilih Haryadi sebagai calon Wakil Walikota untuk 

mendampingi Herry. Hariyadi terpilih sebagai calon Wakil Walikota mengalahkan 

calon lainnya karena memperoleh nilai paling tinggi dalam penjaringan calon 

oleh PAN dan Golkar. Ia juga dinilai berwawasan luas serta memiliki visi dan 

misi yang jelas dibanding lainnya. 

Apakah dalam proses pemilihan calon Wakil walikota Pak Herry punya hak khusus?  

Pak Herry tidak bisa mengintervensi, pemilihan harus menurut mekanisme partai 

dan Pak Herry harus masuk dalam mekanisme partai. Yang menilai diantaranya l 

para akademisi, wartawan, dan pengurus partai. 

Apa yang menjadi target bapak selaku ketua KRJ?  



Target saya menang dengan taktik yang elegan dengan kampanye yang 

mengedepankan dialog. 

Apakah koalisi ini hanya bersifat sementara untuk mengusung dan memenangkan  

Pak Herry atau berlajut di parlemen?  

Koalisi ini bertugas untuk pemenangan dan menjaga kepemimpinan beliu supaya 

khusnul khotimah. Itu sudah kesepakatan walaupun tidak ada kontrak secara 

tertulis. Koalisi kita tidak sekedar di Pilkada saja., kita harus bermitra terus 

setidaknya dalam dan selama 5 tahun selama pemerintahan. Dan koalisi ini 

belum mengenal ada nya skretaris gabungan. Ini untuk pembelajaran pada waktu 

yag akan datang. 

Bagaiman cara Pak Herry dalam mengambil kebijakan,  apakah ada komunikasi 

terlebih dahulu kepada partai pengusung atau langsung dibawa ke Dewan? 

Secara umum, Pak Herry berkomunikasi dengan partai. tapi untuk masalah 

seperti itu kami secarah sepenuhnya kepada beliu. Pengendali koalisi ini tetap 

PAN, tapi setelah Pilkada ada komunikasi kita tidak seperti dulu. Partai-partai 

berjalan sendiri- sendiri. Walaupun berjalan masing-masing tapi asalkan tidak 

sampai mengganggu pemerintahan Pak Herry. 

Apakah dari partai-partai yang berkoalisi setelah kemenangan Pak Herry ada forum 

untuk berkumpul?  

Tidak ada 

Jadi bagaimana koalisi tadi mangevaluasi kinerja Pak Herry?  

Sepenuhnya itu hak masing-masing partai. Kalau di fraksi jalan mereka jalan 

sendiri-sendiri tapi yang terpenting tidak menggangu perjalanan pemerintahan, 

jadi dari efektivitas sampai sekarang memang tidak ada evaluasi antar partai. 

Tapi kalau PAN tetap pasti ada usaha-usaha mengolah komunikasi di parlemen. 

Ada dua jalur, kalau teman-teman di Fraksi melalui Ketua Fraksi itu dinamakan 

konsultasi. Kalau instruksional kan dari partai.  

Pernah menggunakan hak-hak instruksional tersebut?  

Ketika saya sebagai ketua DPD pernah, kan ada tim assistensi. Di partai ada 5 

tim assistensi. Kemudian Dewan Partai mengolah informasi sampai memutuskan 

suatu keputusan politik itu ada di tim asistensi. Team asistensi akan 

merekomendasikan ke DPD dan kemudian DPD meneruskan ke Fraksi 

Menurut PAN apakah ada aktor-aktor intelektual atau orang-orang tertentu yang 

berperan di balik kesuksesan Pak Heri?  



Tentunya semangat kebersamaan, bukan semata-mata suatu tokoh. Kebersamaan 

wakilnya, partai nya. Intinya jangan sampai membuat pecah di Parlemen. 

Alhamdulillah nya di Kota tidak ada yang sampai saling menjatuhkan, 

tergantung leadernya. Perkara Pak Herry hebat itu kan memang tergantung 

orang melihat. Dab memang Pak Herry punya tindakan-tindakan yang bagus. 

Dalam melakukan lobi apakah Pak Herry mengutus Fraksi PAN sebagai partai 

pengusung ataukah Pak Herry melakukannya sendiri?  

Itu masalah komunikasi. Ini instruksional, untuk wilayah Parlemen saya serahkan 

partai dengan teman-teman di Fraksi. Teman-teman sudah tahu kapan harus 

dibawa ke partai kapan harus dibawa ke Fraksi. Ini cukup komunikasi interaktif 

bukan komunikasi prosedural pada birokrasi.  

Apakah PAN merasa diuntungkan dengan kemenagan koalisi ini? 

Itu jelas.  

Apakah dari tokoh-tokoh Partai PAN ada yang kemudian diangkat menjadi pejabat 

setelah kemenagan ini? 

Saya tidak mau partai ini kemudian menjadi politik balas budi. 

Mengenai isu2 politik mengenai Pilkada Kota Yogyakarta 2011 apakah mengganggu 

pemerintahan Pak Herry? 

Kalau dikatakan mengganggu dalam pemerintahan itu tidak karena program-

program yang dilakukan selama ini memang sudah sesuai program yang 

dicanangkan. Tapi dikatakan menggangu dalam konteks personal “iya”.  

Tentang koalisi PAN dan Golkar apakah akan dipertahankan dalam Pilkada 2011?  

Kalau secara politik kami ingin membangun hubungan besar. Tapi kami punya 

calon Walikota dengan mengusung Hanafi. Jadi kalau Golkar bersedia akan hal 

itu kami membuka pintu  

Bagaimana partai PAN menilai pemerintahan Pak Herry? 

Kalau disimpulkan secara umum dari segi pemerintahan dan kinerja memang 

efektif karena tidak ada gangguan, program-program bisa dijalankan, tidak ada 

gangguan dan tidak pernah ada yang sampai digagalkan itu tidak ada. 

Bagaimana kontribusi partai koalisi dalam pemerintahan Pak Herry 



Kalau ditinjau secara evaluasi ya itu tidak efektif, karena pertemuan untuk 

evaluasi tidak pernah ada. Tapi dari segi mekanisme: hubungan instruksional 

dan komunikasi antara komponen-komponen nya sudah sempurna. Buktinya di 

dewan tidak ada konflik yang berkepanjangan 

 

Nama   : Drs H.Hariyadi Suyuti 

Jabatan   : Wakil Walikota Kota Yogyakarta (2006-2011) 

Tanggal   : 4 Mei 2011 

Tempat Wawancara : Rumah Dinas 

 

Sebelum bapak menjabat sebagai Wakil Walikota, apakah bapak sebelumnya pernah 

berkarier dalam dunia politik? 

Basik saya adalah professional murni, karyawan anak perusahaan Sampoerna 

yang bergerak di bidang pasar modal, jadi secara karier politik belum pernah 

Apa yang mendorong bapak untuk memasuki dunia politik 

Karena kecintaan saya pada Jogja dan  ada dorongan dari beberapa kawan-

kawan akhirnya saya bersedia untuk maju dalam Pilkada 2006 mendampingi Pak 

Herry.  

Kenapa bapak memilih partai Golkar sebagai partai pendukung bapak? 

Saya ada pengalaman organisasi dengan Golkar dan saya anggota Golkar tetapi 

karena kesibukan saya jadi saya tidak aktif dalam partai.  

Bapak yang sebelumnya belum ada basik politik kemudian masuk dalam dunia 

politik dan ketika itu Golkar yang mengusung, apakah bapak yang mendekati atau 

Golkar yg mendekati?  

Kedua belah pihak, Golkar butuh sy, sy butuh Golkar 

Bagaimana awal mula bapak bersedia untuk dipasangkan dengan Pak Herry dan 

mulai masuk dlm koalisi?  

Untuk jadi Walikota dan Wakil Walikota harus diusung oleh parpol dan harus 

berpasangan. Terlebih Pak Herry yang bagus dalam visi dan misi serta 

kinerjannya. Dari situ ada koalisi parpol untuk mengusung pasangan dan waktu 

itu ada koalisi Golkar dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Jogja. 

Mengapa Golkar memilih berkoalisi dengan PAN?  



Karena ada kecocokan visi dan misi. PAN membutuhkan Golkar dan sebaliknya. 

Golkar tidak bisa berjalan sendiri membangun Kota. kemudian bersama-sama 

dengan PAN untuk berkoalisi, ikut mengusung dalam Pilkada.  

Bagaimana dengan keberlangsungan koalisi ini?Dalam koalisi apakah ada kontrak-

kontrak politik antara dua partai ini?  

Setahu saya kontrak politik adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Tetapi 

kontrak politik yang menjurus ke politik kotor itu tidak ada. Dan Koalisi ini harus 

terus sampai di Parlemen setidaknya sampai akhir periode itu. 

Apakah koalisi ini dibuat lembaga Sekretaris Gabungan?  

Tidak ada 

Bagaimana hubungan eksekutif/pemerintah dengan partai koalisi PAN dan Golkar di 

Parlemen?apakah dibahas dahulu intern dengan partai koalisi?  

Dalam hal Peraturan Daerah, mekanisme Program Legislasi Daerah kan 

kebijakan dari Pemkot Daerah hasilnya adalah Perda. Perda adalah produk 

yang dimuat oleh eksekutif bersama-sama dengan DPRD. Kemudian ada Perda, 

ada Perwal, dsb. Kalo di kota ada program eksekutif dewan, jadi disetujui dewan. 

Jadi kami membahas bukan dengan partai politik tetapi dengan SKPD sesuai 

aspirasi masyarakat kemudian kami bawa ke DPRD 

Apakah partai koalisi pernah menolak rancangan-rancangan kebijakan yang diajukan 

pemerintah kota kepada DPRD? 

Sebenarnya bukan menolak tapi masuk prioritas atau tidak. Tidak ada yang tidak 

masuk prioritas pembahsan, hanya soal waktu diprioritaskan atau tidak dan tidak 

pernah ada ide yang bertolak belakang,  

Apakah kinerja bapak pernah dievaluasi secara khusus oleh partai koalisi? 

Tidak pernah. Evaluasi kinerja pemerintah salah satunya dilakukan dengan LKPJ 

Bagaimana mengenai LKPJ?Apakah selalu diterima Dewan khususnya oleh partai 

pengusung atau sebaliknya? 

Semua laporan-laporan kinerja nya diterima tetapi dengan beberapa catatan. 

Dan catatan tersebut kami jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja kami 

didepan 

Pada bidang apa yang memeroleh catatan? 

Hampir semua bidang dan kami saling mengingatkan 

Apakah pernah terjadi konflik antara Pemerintah Kota dengan DPRD? 

Konflik tidak bisa dihindarkan dari politik, tetapi di sini kami dengan pihak 

DPRD selalu menjalin komunikasi yang baik dan selama ini saya tidak pernah 

konflik dengan DPRD tetapi perbedaan pendapat itu tetap ada 

Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu? 

Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi selalu kami jalin bersama supaya 

pembangunan ini tidak terganggu 

Bagaimana bapak melihat kerjasama partai PAN dan Golkar dalam DPRD? 



Secara umum solid, kepentingan dua arah eksekutif dan legislatif dapat 

dikomunikasikan dengan baik 

Apakah pernah antara kedua partai ini berbeda pendapat tentang suatu rancangan 

kebijakan Pemerintah Kota? Dalam kasus apa? 

Sepengetahuan saya tidak pernah terjadi 

Bagaimana strategi bapak untuk memperoleh dukungan dari DPRD? 

Komunikasi dan yang pasti setiap kebijakan harus sesuai aspirasi dan pro rakyat. 

Dan disini Pak Herry telah melakukan dengan baik, beliu dapat memimpin 

dengan baik dengan teladan. 

 

Nama   : Arif Noor Hartanto, S.IP 

Jabatan   : Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2004-2009  

  (sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi DIY Fraksi PAN) 

Tanggal   : 17 Mei 2011 

Tempat Wawancara : DPRD Provinsi DIY  

 

Apakah bapak ikut terlibat dalam perancangan koalisi Pilkada 2006?  

Sedikit banyak saya terlibat, yang saya batasi mengenai jurkam (juru kampanye), 

dll karena ada proses politik di parlemen (sedang duduk sebagai ketua dewan) 

Tapi ikut merancang strategi politik pemenangan bapak herry Zudianto? 

Secara umum memberikan kontribusi berkaitan dengan bagaimana baiknya tapi 

saya bukan Jurkam. Sehingga kemudian tidak secara tertulis masuk di dalam SK 

bahwa saya masuk sebagai tim pemenang dan Jurkam. 

Apa saja yang menjadi tujuan dibangunnya koalisi ini? 

Koalisi ini dibangun untuk pemenangan Pilkada tetapi juga untuk memperoleh 

dukungan partai lain diparlemen,walaupun kalau keinginan kami hanya untuk 

pemenangan, kami pasti menang. Disini PAN membutuhkan dukungan dari partai 

lain tentunya. Jadi semisal partai lain bersedia koalisi ya harus mau duduk 

sebagai Wakil Walikota, kalau tidak bersedia silahkan mengajukan calon sendiri.  

Terkait bapak sebagai Ketua dan sebagai kader PAN, ada hubungan dari eksekutif 

dan legislatif dalam konteks legislasi, anggaran dan kontroling. Bapak menjabat 

sebagai kader dan pimpinan DPRD dan juga Pak Herry dari PAN, bagaimana 

mekanisme legislasi, anggaran dan kontroling yang diterapkan?  

Berkaitan dengan fungsi parlemen tidak terpengaruh dan tidak lantas menjadi  

sempit oleh karena proses-proses politik dan koalisi yang dijalin. Dan kenapa 

koalisi itu penting mengkaitkan dengan jumlah anggota diparlemen dalam 

rangka mengefektifkan kebijakan yang diambil di parlemen. Hanya kebijakan 

yang dirancang adalah kebijakan-kebijakan yang baik yang memberikan manfaat 



pada masyarakat. Jika sejak awal kebijakan tersebut adalah baik dan 

bermanfaat, Kontrol menjaid tidak begitu menonjol karena programnya sudah 

baik dan dijalankan dengan cara-cara yang baik. Tapi secara mendasar, 

seberapa baik kebijakan dan pelaksanaan saya tetap melaksanakan Kontrol. 

Yang menjadi persoalan adalah pilihan metode nya, bagaimana cara metode 

agar pelaksanaan kontrol cukup baik. 

Bagaimana metode kontrol yang diterapkan? 

Bagi sebagian politisi dengan media adalah pilihan yang cukup baik, saya juga 

begitu tapi proses kontroling yang lain tetap dilakukan secara langsung karena 

sama-sama dari satu induk partai sehingga tidak ada problem psikologis ketika 

saya menyampaikan kritikan dan masukan-masukan secara langsung untuk 

menuntut perbaikan-perbaikan dalam kualitas yang lebih baik. 

Sebagai Ketua dewan waktu itu bagaimana cara menyampaiakan kritikan/masukan 

kepada eksekutif?  

Agak susah membedakan konteks pribadi memang. Tapi dalam beberapa hal 

memang saya memainkan peran sebagai ketua parlemen namun dalam bingkai 

satu partai yang kemudian dicarikan jalan yang paling soft agar tidak terkesan 

terdapat konflik dan ada perpecahan di dalamnya. Subtasnsi tersampaikan tapi 

jangan sampai menimbulkan kontradiksi dalam masyarakat. 

Dalam konteks legislasi dan anggaran, mayoritas didominasi oleh pemerintah Kota. 

Apakah bapak selaku Fraksi PAN diajak berkomunikasi terlebih dahulu dengan 

pemerintah?  

Berkaitan dengan subtasnsi tentu itu ranahnya eksekutif secara langsung. Yang 

menjadi kebijakan Walikota berkaitan dengan Perda dan keputusan-keputusan 

yang lainnya pasti terkomunikasikan dengan baik, tetapi kami baru akan 

memberikan masukan dan membahasnya apabila telah diajukan ke Dewan. 

Setelah itu ada pembicaraan secara mendalam 

Apakah keadaan ini kemudian menggambarkan legislatif hanya sebagai penstempel 

kebijakan saja?inisiatif kebijakan semuaw berangkat dar eksekutif?  

Stigma tersebut memang masih muncul karena memang orang tidak melihat 

prosesnya. Bagi saya apapun aturan itu subtansinya bukan pada sisi siapa yang 

mengusulkan. Subtansi dari aturan itulah yang perlu dicermati bersama-sama. 

Apakah memberikan perlindungan dan hak yang lebih banyak ke ranah publik 

atau kah kewajiban yang lebih banyak. Karena kodrati dari pembuatan aturan 

tidak sepenuhnya ada di legislatif karena eksekutif  juga punay fungsi-fungsi 

regulatif yang dilekatkan pada kodrati instistusi eksekutif untuk mengatur segala 

hal. Itulah yang menjadikan eksekutif banyak memberikan usulan-usulan. 

Sehingga apakah tinggal mengesahkan atau tidak? Saya tidak bisa menjawab itu 

tanpa kemudian kita tidak pernah mencermati seluruh proses pembahasan secara 

utuh. Stigma itu muncul hanya karena inisiatif eksekutif sehingga dewan 

mengiyakan semua 

Apakah partai-partai non koalisi KRJ lantas kemudian beroposisi?  



Secara khusus tidak ada oposisi murni itu tidak ada. Dalam banyak hal ketika 

ada hal yang baik ya dikatakan baik dan jika ada hal kurang baik siapapun bisa 

mengkritisi termasuk koalisi kalau memang yang disusulkan eksekutif tidak cukup 

baik untuk diputuskan. Tidak kemudian terpisah antara oposisi dan koalisi. Tapi 

memang dalam berbagai hal polanya menjadi tidak jelas. Yang termasuk dalam 

oposisi kemudian tidak terus mengkritisi dan yang koalisi kemudian tidak 

mengkritisi tapi juga membutuhkan masukan yang konstruktif. 

Apakah garis antar opsosisi dan koalisi itu menjadi kabur?  

Ya kabur, kalo oposisi itu selalu mengatakan yang dilakukan pemerintah itu tidak 

baik padahal tidak selalu seperti itu, ada hal2 baik yang mereka juga mendukung 

dan kita menyetujui. Yang koalisi pun tidak sebatas mengiyakan.  

Mengenai konflik-konflik yang ada di DPRD, partai mana yang selalu menempatkan 

sebagai oposisi ketika itu?  

PDI-P dan PKS, yang selalu melalukan kontra. Klo PPP hanya 1 anggota dan 

mereka cenderung lebih bisa menerima dan itu juga tidak utuh kontra. 

Ketika partai koalisi mendukung pemertintah dan oposisi kontra terlihat dalam 

kebijakan seperti apa?  

Yang dulu sebelum pemilukada, 1)berkaitan dengan retribusi untuk PKL, Perda 

yang akhirnya tidak bisa terselesaikan.  2) rencana sikap interpelasi terhadap 

kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan terminal Giwangan 

Apakah pernah terjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dengan parlemen terlihat 

dlm hal seperti apa?  

Kesepakatan bersama itu kalo Perda, harus ada penandatanganan bersama 

hanya untuk pengesahan bersama. Bukan konflik. Untuk dua lembaga yang tidak 

mungkin menjalin kerja sama secara tertulis karena wilayah yang berbeda. 

Legislatif yang memutuskan, eksekutif yang melaksanakan. Kesepakatan bersama 

itu bukan perjanjian politik. 

Ketika bapak selaku Ketua Dewan pernah terjadi konflik antara dewan dengan 

eksekutif dan dalam hal apa? 

Saya orang yang sangat menghindari konflik sehingga kalau ada hal yang harus 

dipahami lebih oleh dewan maupun oleh eksekutif diatur dengan rapat konsultasi 

atau mungkin dilakukan pertemun informal untuk memahamkan satu dengan 

yang lain. Tapi dikatakan harmonis sekali ya tidak, konflik pasti ada tapi 

mencoba meminimalisir dan saya tidak bisa mencontohkan pada waktu itu mana 

yang konflik dan mana yang tidak 

Dominan dari eksekutif atau dari DPRD untuk memanajemen konflik?  

Mungkin lebih banyak parlemen, kalau ada denga rapat informal. Tidak 

menggunakan hak angket, dsb. Pertemuan informal juga masih dalam proses 

politik yang kita gunakan untuk memahamkan satu dengan yang lain. 

Menurut bapak melihat kinerja koalisi Golkar-PAN solid atau tidak?  



Secara umum solid, koalisinya sehat kemudian tidak semata-mata mengiyakan 

apa yang akan disusung pemerintah tapi memberikan masukan-masukan. 

Mengenai pertemuan informal yang bapak singgung tadi apakah tiap fraksi 

mengerimkan wakilnya-wakilnya?  

Itu tergantung kesepakatan penyelenggaraannya. 

Apakah pertemuan tersebut diatur dalam tatib DPRD Kota Yogyakarta?  

Tidak, karena tidak masuk dalam tatib. Harus diformalkan dulu untuk mengambil 

keputusan. Yang diambil dalam pertemuan informal hanya kesepakatan-

kesepakatan. 

Peran DPRD melakukan kontroling salah satunya melalui LKPJ yg terdapat 

rekomendasi2. Apakah bpk melihat rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan oleh 

dewan selalu dijalankan oleh pihak eksekutif?  

Ada kelemahan-kelemahan yang menjadi kelemahan lembaga parlemen. Ketika 

memberikan rekomendasi dari LKPJ harusnya ditindaklanjuti dalam pola 

pengawasan secara terukur dalam 1 tahun ke depannya. Dan itu yang tidak 

dilakukan oleh legislatif  

Periode kepemimpinan bapak belum melakukannya?  

Belum dilakukan secara terukur, dari rekomendasi mana saja yang sudah 

dilakukan. Nanti baru terjadi lagi pada periode yang akan datang. 

Sebagai Ketua Dewan, strategi politik seperti apa yang digunakan oleh Pak herry 

untuk memperoleh dukungan? 

Pak Herry tidak pernah melakukan lobi-lobi secara tertutup beliu selalu 

mengkomunikasikannya kepada semua pihak terkait rancangan kebijakan yang 

kan beliu jalankan. Pak Herry bagus dalam berkomunikasi dan merangkul semua 

lapisan. Selain itu beliu sangat cermat melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sehingga kami sellau mendukung 

Bagaimana kontribusi koalisi PAN dan Golkar dalam menciptakan efektifitas 

pemerintahan? 

Saya rasa kedua partai ini telah melakukan kewajibannya dengan baik, tidak 

ragu-ragu memberikan masukan bahkan kritikan kepada pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 



Nama   : Agung Damar kusumandaru, S.E. 

Jabatan   : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 

Tanggal   : 17 Mei 2011 

Tempat Wawancara : DPRD Kota Yogyakarta 

 

Apakah pada Pilkada 2006 bapak ikut terlibat dalam perancangan koalisi pengusung 

Herry Zudianto?  

Tidak terlibat secara langsung, tetapi saya mengetahui  

Sejauh mana bapak mengetahuinya? 

Ya sebatas bahwa Partai PAN berkoalisi dengan beberapa khususnya Golkar, 

saya menjadi tim sukses waktu itu 

Apakah bapak mengetahui  tujuan dari koalisi itu? 

Yang pasti untuk menggalang suara agar menang  

Bapak adalah Wakil Ketua DPRD dari PAN, bagaimana mekanisme antara DPRD 

dan pemerintah kota dalam hal ini Walikota dalam menjalin hubungan dalam kontek 

legislasi, anggaran, dan kontrolling?apakah koalisi tetap berlanjut di Dewan? 

Semuanya ada mekanismenya sendiri dan semua sudah diatur yang pasti Dewan 

akan selalu mendukung kebijakan yang baik dan bagus untuk pembangunan. 

Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) ya secara etika harus berkelanjutan di Dewan, itu 

menjadi komitmen kita semua pada waktu itu, walaupun tidak itu kesepakatan 

tidak tertulis, dan selama periode ini partai-partai pengusung tidak ada yang 

“ngeyel”. Walaupun setelah Pilkada kami tidak pernah berkumpul, tetapi kami 

tetap kompak dalam mendukung pemerintahan pak Herry. Sebagai contoh, saya 

lewat Dewan mengundang Walikota dan Wakil Walikota serta jajaran SKPD 

untuk rapat kerja bersama. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam rangka antisipasi bahaya lahar dingin di sungai code, 

selain itu kami memberikan masukan-masukan dan pengawasan terhadap 

kebijakan tersebut 

Dari perda yang dihasilkan lebih dominan berasal dari pemerintah kota, dengan ini 

bagaimana kedudukan DPRD? 

Sekarang pemerintah bisa mengusulkan Raperda, jadi maslah perda ini menjadi 

tanggung jawab bersama, dewan tidak selalu setuju dengan yanag diusulkan 

Pemkot, kita akan membahas dan mengkritisinya. 

Bagaimana tentang stigma bahwa Dewan hanya menjadi tukang stempel setiap 

kebijakan? 

Saya tidak setuju, karena kami ikut membahas dan mengkritisinya 

Bagaimana peranan DPRD dalam hal penyusunan APBD? 



Sama seperti penyusunan Perda, dimulai dari Pemkot mengajukan RAPBD, 

kemudian tiap-tiap Fraksi memberikan pandangan umum, kemudian pandangan 

akhir, apabila sudah diperbaiki maka disah kan, proses ini sangat panjang, tapi 

garis besarnya itu.  

Pernah menolak RAPBD yang diajukan? 

Belum pernah tetapi kami member saran lewat itu tadi pendapat umum dan 

pendapat akhir 

Bagaimana sistem yang diterapkan DPRD dalam mengawasi kinerja Walikota? 

Saya atas nama fraksi PAN atau atas nama Pimpinan Dewan, selalu melakukan 

fungsi pengawasan, walaupun kami dari partai yang sama dengan pemerintah. 

Banyak cara kami melakukan Fungsi pengawasan; pertama ditingkat Fraksi, 

kemudian dibawa ke komisi masing-masing, dan selanjutnya di paripurna. Selain 

itu, kami terbantu dengan adanya sikap kritis media massa, para warga yang 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan masukan terkait dengan 

program-program dari pak herry. Akan tetapi pengawasan ini bukan dalam 

rangka menjatuhkan tetapi membuat Jogja lebih baik.  

Apakah DPRD pernah menggunakan berbagai hak (hak bertanya, interpelasi, angket, 

menyatakan pendapat? Dan dalam kasus apa? 

 Belum pernah 

Apakah DPRD pernah melakukan penolakan rancangan kebijakan yang diajukan 

Walikota? 

Tidak pernah, ini maslah waktu prioritas, mana yang penting itu yang akan 

didahulukan 

Sebagai Wakil Ketua Dewan, bagaimana bapak melihat kinerja PAN dan Golkar? 

Bagus, tidak ada maslah dengan kinerja mereka 

Apakah dengan adanya koalisi PAN dan Golkar kemudian Fraksi yang ada di DPRD 

terpecah menjadi yang mendukung dan oposisi? 

Partai Pemerintah maupun Partai oposisi dalam literatur politik memang ada. 

Disini (DPRD Kota Yogyakarta) selama periode ini semuanya berjalan dengan 

menjalankan tiga fungsi, legislasi, anggaran dan pengawasan. Pengelompokan 

itu disini tidak jelas dilihat. Yang penting harus ada komunikasi. Apabila ada 

sesuatu hal, misal dalam rancangan kebijakan, kami pasti akan memanggil 

Walikota untuk melakukan rapat kerja.   

 

Sepengetahuan bapak, kontribusi seperti apa yang diberikan oleh PAN dan Golkar 

dalam menciptakan efektifitas pemerintahan di Jogja? 

Mereka berkontribusi dalam legislasi, pembuatan APBD dan mengontrol kerja 

pemerintah, sesuai dengan tugas kami di Dewan. 

 

 



Nama   : Augusnur, S.H., S.IP 

Jabatan   : Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 

Tanggal   : 19 Mei 2011 

Tempat Wawancara : DPRD Kota Yogyakarta 

 

Apakah bapak terlibat dalam pembentukan koalisi PAN dan Golkar dalam Pilkada 

2006? 

Saya terlibat, ketika itu saya menjabat sebagai sekretaris DPW Golkar Kota 

Yogyakarta 

Apa yang melatarbelakangi Partai PAN dan Golkar membentuk sebuah koalisi? 

Ketika itu ada kesamaan visi dalam membangun Kota Yogyakarta 

Apakah koalisi tersebut dibangun hanya untuk pemenangan pasangan calon atau akan 

terus dipertahankan setidaknya dalam kurun waktu pemerintahan? 

Secara kelembagaan koalisi ini menjadi tidak terlihat di dalam Dewan, tetapi ini 

menjadi tanggung jawab kami 

Apakah sebelumnya ada kedekatan politik antara PAN dan Golkar dengan pasangan 

calon yang diajukan sehingga partai bersedia mengusung beliu maju dalam Pilkada 

2006? 

Kedekatan sebatas teman partai, Pak Herry kader PAN dan Pak Hariyadi kader 

Golkar 

Bagaimana mekanisme Fraksi Golkar perihal menjalin hubungan dengan pemerintah 

kota Yogyakarta (Walikota) dalam kontek legislasi, anggaran, dan pengawasan? 

Setelah Pilkada usai, terlihat partai berjalan sendiri-sendiri. Tetapi komunikasi 

tetap kami lakukan, dan kami selalu menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan 

pengawasan karena itu menjadi kewajiban kami 

Semacam lobi-lobi politik? 

Saya tidak suka menggunakan istilah itu, tapi yang pasti komunikasi kita 

lakukan baik terhadap PAN maupun terhadap Fraksi lainnya dan juga dengan 

pemerintah Kota  

Apakah Fraksi Golkar selalu mendukung rancangan kebijakan yang diajukan oleh 

Walikota? 

Tidak selalu, tergantung isi dari kebijakan itu sendiri, kalau baik kita dukung 

tapi kalau tidak ya kami akan memberikan saran 

Apakah Fraksi Golkar dan Fraksi PAN pernah bertolak belakang atau bahkan menolak 

rancangan kebijakan dari Walikota?  



Kalau berbeda pandangan itu sering terjadi, tetapi tidak sampai terjadi 

perpecahan dalam DPRD, dan tidak ada penolakan-penolakan tetapi hanya 

dipending saja pembahasannya, mana yang masuk prioritas mana yang belum 

Dalam hal apa? 

Pernah terjadi tapi saya lupa 

Bagaimana sistem yang digunakan Fraksi Golkar dalam mengawasi kinerja pemerintah 

Kota Yogyakarta/ Walikota? 

walaupun kami menempatkan kader kami sebagai Wakil Walikota tetapi kami 

tetap bersikap professional. Selain fungsi legislasi dan anggaran, fungsi 

pengawasan tetap kami kedepankan. Dalam melakukan pengawasan, kami 

(Golkar) mengacu pada pelaksanaan pembangunan. Apakah sudah sesuai 

dengan visi dan misi Pemkot Yogyakarta yang tertunang dalam rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2007-2011. Salah satunya mengenai 

pembangunan pola tata pemerintah yang baik. Menurut saya, dalam hal 

penguatan sistem pemerintah daerah, Pemkot Yogyakarta telah berada didalam 

jalur pembangunan terebut. Hal ini dapat dilihat peranan pemkot Yogyakarta 

dalam melaksanakan sistem otonomi daerah telah berhsil mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat 

Bagaimana dalam kontek anggaran, apakah Fraksi Golkar diajak merancang draf 

RAPBD? 

Kita sepuhnya serahkan hal itu kepada Pemerintah Kota, kita nanti akan 

memberikan pendangan umum dan pandangan akhir untuk mengkritisi 

rancangan tersebut 

Bagaimana tanggapan Fraksi PAN terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) yang disampaikan oleh Walikota setiap tahunnya? 

kami akan memberikan masukan kepada Walikota mengenai kinerja dalam satu 

tahun periode 

Apakah selama ini partai Fraksi PAN dan Fraksi Golkar selaku partai koalisi 

pengusung Walikota terlihat solid dan selalu mendukung rancangan kebijakan yang 

diajukan oleh Walikota? 

Kami selalu mendukung asalkan masih dalam kontek perbaikan 

Apakah pernah terjadi konflik antara Fraksi PAN dan Fraksi Golkar dengan pemerintah 

Kota Yogyakarta dan dalam kasus apa? 

Konflik dalam hal apa?kalau beda pendapat itu sering dan kami anggap itu 

biasa 

Apa kontribusi yang telah diberikan oleh Fraksi PAN dan Fraksi Golkar dalam 

menciptakan efektifitas pemerintahn di Kota Yogyakarta? 

Ketika kami menjalankan tugas kami dalam bidang legislasi, anggaran, dan 

pengawasan itu merupakan salah satu bentuk kontribusi kami 



Nama   : Rifki Listianto, S.Si 

Jabatan   : Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 
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Tempat Wawancara : DPRD Kota Yogyakarta 

 

Apakah bapak ikut terlibat dalam pembentukan koalisi yang mengusung pasangan 

Herry Zudianto dengan hariyadi Sayuti dalam Pilkada 2006? 

Sebagai anggota partai saya mengetahui itu, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

struktur organisasi 

Apa yang melatarbelakangi Partai PAN dan Golkar membentuk sebuah koalisi? 

Saya kira ketika itu ada kecocokan visi dan misi ibarat tumbu entok tutup (botol 

mendapat tutup) 

Kenapa ketika itu kedua partai sepakat untuk koalisi padahal dari segi platform 

berbeda?PAN lebih islam dan Golkar sangat nasionalis? 

Masalah itu kan bisa dikomunikasikan yang penting ketika itu kita punya satu 

tujuan yang sama dan buktinya kita menang 

Apakah koalisi tersebut dibangun hanya untuk pemenangan pasangan calon atau akan 

terus dipertahankan setidaknya dalam kurun waktu pemerintahan? 

Walaupun ketika itu tidak disebutkan secara pasti dan tertulis, tetapi secara 

etika, koalisi ini harus berlanjut di Parlemen. Akan tetapi ketika saya disini 

(menduduki kursi DPRD) tidak pernah dilakukan pembicaraan mengenai 

kelanjutan koalisi dengan partai-partai koalisi” 

Dan bagaimana keadaan koalisi sekarang? 

Partai yang tergabung sekarang berjalan sendiri-sendiri tetapi komunikasi 

masih jalan terus 

Apakah sebelumnya ada kedekatan politik antara PAN dan Golkar dengan pasangan 

calon yang diajukan sehingga partai bersedia mengusung beliu maju dalam Pilkada 

2006? 

Tentu ada, karena yang dicalonkan adalah kader dari partai 

Maksudnya kedekatan personal? 

Kalau itu saya tidak tahu, yang pasti pasangan itu muncul berdasarkan dari 

musyawarah partai 

Bagaimana struktur koalisi ini dibangun dan adakah kontrak-kontrak politik 

didalamnya? 

Saya tidak tahu 

 



Bagaimana mekanisme Fraksi PAN perihal menjalin hubungan dengan pemerintah kota 

Yogyakarta (Walikota) dalam kontek legislasi ? 

Ya itu juga menjadi tugas pokok kami 

Tetapi Raperda lebih banyak dari eksekutif? 

Memang, tetapi dari itu semua setelah dibahas di Dewan hampir 80% menjadi 

berubah tetapi tidak pada subtansinya, hanya cara pelaksanaan, sanksi dll. 

Tidak peduli rancangan bersal dari eksekutif atau parlemen yang penting adalah 

kontennya menguntungkan masyarakat 

Dalam hal penganggaran? 

Kami selalu memberikan masukan apabila pos anggaran tidak tepat, dan 

walaupun kami yang mengesahkan tetapi basis anggarannya ada di Pemkot 

Contohnya? 

Bisa dilihat dalam pandangan umum dan pandangan akhir Fraksi  

Dalam konteks pengawasan? 

Banyak yang kami lakukan, kami akan menegur lewat partai karena pak herry 

adalah kader kami walaupun setelah menjabat menjadi Walikota dia 

mewakafkan diri. Wakaf politik itulah konsep dari pak Herry, walaupun dalam 

tubuh internal partai hal tersbut masih menjadi perdebatan 

Konkritnya dengan mekanisme bagaimana pak? 

Lewat media bisa, control langsung lewat pertemuan-pertemuan formal juga 

bisa 

Apakah Fraksi PAN selalu mendukung rancangan kebijakan yang diajukan oleh 

Walikota? 

Kalau menguntungkan masyarakat kami dukung dan selama ini kami mendukung 

kebijakan Pak Herry. Kalau kebijakan baik maka kontrol akan lebih mudah 

karena memang sudah baik  

Apakah Fraksi PAN dan Fraksi Golkar pernah bertolak belakang atau bahkan menolak 

rancangan kebijakan dari Walikota? Dalam hal apa? 

Berbeda pendapat kami sering, dan itu menjadi hal yang wajar dalam dewan. 

Tetapi tidak sampai meruncing.  

Bagaimana tanggapan Fraksi PAN terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) yang disampaikan oleh Walikota setiap tahunnya? 

Kami akan mempelajarinya kemudian kami akan mengirim anggota Fraksi untuk 

membahas bersama-sama dengan yang lain. Kami tidak pernah tidak memberi 

masukan. 

Apakah masukan itu kemudian dijalankan oleh Pemkot? 

Itu menjadi sulit untuk mengawalnya, karena kita masih sulit membuat rincian-

rincian ketercapaian target 



Bagaimana hubungan kinerja antar Fraksi PAN dan Fraksi Golkar dalam DPRD Kota 

Yogyakarta? 

Hubungan kita baik-baik saja 

Apakah ada evaluasi kinerja sesama partai koalisi ? 

Selama saya menduduki jabatan ini, saya tidak tahu. 

Apakah selama ini partai Fraksi PAN dan Fraksi Golkar selaku partai koalisi 

pengusung Walikota terlihat solid dan selalu mendukung rancangan kebijakan yang 

diajukan oleh Walikota? 

Itu tergantung masyarakat melihatnya, tapi menurut saya kami sangat 

profesional menjalankan tugas masing-masing 

Apa kontribusi yang telah diberikan oleh Fraksi PAN dan Fraksi Golkar dalam 

menciptakan efektifitas pemerintahn di Kota Yogyakarta? 

Selama kita bersama-sama mengikuti aturan main, terus memperbaiki kualitas 

maka itu akan menciptakan efektifitas.  

 

 


